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DASAR

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja satuan Organisasi pada
Tingkat Markas Besar Negara repyblik Indonesia,

+ 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2011 tentang Penilaian Kinerja Bagi pegawai Negri pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan Sistem Manajemen Kinerja.

PELAKSANAAN

Pada awal tahun 2017 Dirtipidkor mengeluarkan perintah dalam
penertiban pengumpulan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap SMK dan
SKP. Bagi personel Polri yang dikumpulkan sebanyak dua kali yaitu smester
I (akhir bulan Juni) dan smester Il (akhir bulan Desember) sedangkan untuk
PNS hanya sekali dalam tiap tahunnya yaitu pada akhir Desember.
Pengumpulan dan pengawasan dilaksanakan oleh Subbagrenmin.



Jadi penerbitannya bukan hanya bersifat perorangan, misalkan untuk
keperluan saat sekolah saja, namun penerbitannya menjadi tanggung jawab
yang bersifat rutin dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Penilaian SMK
Smester | dan Smester Il tahun 2017 terdapat permasalahan antara lain
sebagai berikut:

- Pengisian SMK bagi personel yang melaksanakan BKO pada
Dittipidkor Bareskrim Polri tidak dapat dikeluarkan oleh Direktorat,
sehingga tidak dapat membantu personel yang bersangkutan

- Kesulitan  melaksanakan kesepakatan  koordinasi dengan
pengemban fungsi SDM lainnya terkait Personel yang baru mutasi,
masuk ke Dittipidkor Bareskrim Polri, belum dapat dikeluarkan SMK
nya karena sebagian penilaian ada di Satker sebelumnya,

- Kesadaran personel dalam melaksanakan pengumpulan SMK dan
SKP pada Subbagrenmin masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN:
Pengumpulan SMK dan SKP bagi personel Dittipidkor Bareskrim
Polri bersifat ruti dan wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh

seluruh personel.

PENUTUP:
Demikian hasil analisa dan evaluasi Sistem Penilaian Kinerja
Personel (SMK) Polri dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS dilingkungan
Dittipidkor Bareskrim Polri, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan dapat dijadikan bahan acuan bagi pimpinan terhadap pembinaan

personel.
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